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ABSTRAK 

Prinsip dasar Sustainable Development Goals (SDGs) adalah tidak meninggalkan satu pun 

warga (no one left behind). Namun praktiknya, di beberapa tempat, kelompok rentan masih 

belum sepenuhnya secara maksimal dilibatkan dan memperoleh manfaat dalam program 

pembangunan. Hal ini tidak hanya karena kelompok ini belum menjadi prioritas dalam 

pembangunan, namun juga karena minimnya akses dan partisipasi dalam program-program 

pembangunan. Salah satu kelompok rentan yang masih belum mendapat perhatian adalah 

perempuan kepala keluarga. Kelompok ini memiliki kerentanan ganda yaitu perempuan miskin 

dan menjadi kepala keluarga yang harus bertanggung jawab menghidupi keluarga. Artikel ini 

hendak menganalisis perempuan kepala keluarga (pekka) yang tersebar di tiga kabupaten di 

Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu kelompok rentan yang masih memiliki akses terbatas 

dalam program-program pembangunan di daerah mereka. Melalui wawancara mendalam 

terhadap empat puluh lima pekka ditemukan bahwa mayoritas pekka dalam penelitian ini 

belum memperoleh manfaat secara maksimal dari program pembangunan di desa mereka 

karena beberapa hal seperti akses yang terbatas, partisipasi yang rendah dan minimnya 

pemberdayaan pada kelompok rentan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan pendekatan narrative inquiry. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam 

terhadap 45 pekka yang tersebar di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat yaitu Mataram, 

Lombok Barat dan Lombok Tengah dalam periode Juni-September 2022. 

Kata kunci: Perempuan kepala keluarga (pekka); Inklusi sosial; Inklusif; Pembangunan desa 

1. PENDAHULUAN 

Artikel ini menganalisis salah satu kelompok rentan yaitu perempuan kepala keluarga yang 

merupakan kelompok rentan ganda karena statusnya yang mayoritas perempuan miskin 

sekaligus sebagai kepala keluarga pencari nafkah keluarga. Dalam program-program 

pembangunan, kelompok rentan masih belum menjadi fokus pembangunan, termasuk juga para 

pekka yang tersebar di tiga kabupaten di Nusa Tenggara Barat. Kajian mengenai kelompok 

rentan dalam pembangunan melahirkan berbagai pendekatan dan strategi. Namun, mayoritas 

kajian menemukan minimnya keterlibatan kelompok ini dalam perencanaan program 

pembangunan. Dalam kajian Susetiawan (2018) misalnya, ia melihat masih banyaknya desa-

desa yang tidak melibatkan komunitas-komunitas di desa terutama komunitas rentan 

(minoritas, difabel, perempuan, dan miskin) dalam perencanaan, penganggaran dan evaluasi 

pembangunan desa. Minimnya pelibatan ini juga terjadi di beberapa wilayah di Nusa Tenggara 

Barat. 

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia. Berdasar 

data Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, NTB masuk dalam 10 besar jumlah penduduk 

termiskin secara nasional pada tahun 2022. Dengan persentase penduduk miskin sebesar 

13,68%, NTB menempati urutan kedelapan daerah termiskin di Indonesia (BPS NTB 2022; 

Radar Lombok, 18 Juli 2022). Pekka sebagai salah satu kelompok rentan juga menduduki 

jumlah terbesar di NTB. Menurut laporan BPS RI, NTB menempati posisi pertama dengan 
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jumlah perempuan kepala keluarga terbanyak sebesar 21,99% (Rizaty 2021). Tingginya jumlah 

pekka tersebut disebabkan beberapa faktor seperti tingginya perkawinan dini, rendahnya 

tingkat pendidikan pekka dan jenis pekerjaan yang mereka geluti dimana sebagian besar adalah 

buruh tani dan pedagang sayuran (Rizaty 2021). 

Kajian mengenai pekka ini akan dianalisis dengan menggunakan perspektif inklusi sosial 

(social inclusion). Konsep inklusi sosial mulai muncul sebagai mainstreaming kebijakan di 

Eropa pada tahun 1980an dan mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1990an (Rawal 2008; 

Sukasmanto & Anwar, Ed. 2019). Omidvar & Richmond (2003) menekankan inklusi sosial 

sebagai usaha dalam memastikan bahwa semua warga, baik anak-anak dan orang dewasa, turut 

berpartisipasi sebagai pihak yang dihargai, dihormati dan anggota masyarakat yang 

berkontribusi. Inklusif mengacu pada konsep “opening-up’’ atau “broadening out” dalam arti 

seluas mungkin tanpa bentuk pengecualian apa pun (Sukasmanto & Anwar, Ed. 2019). Gidley 

dkk., (2010) menegaskan ada tiga derajat inklusi sosial, yaitu inklusi sosial sebagai akses 

(access), partisipasi (participation) dan pemberdayaan (empowerment). 

Studi mengenai kelompok rentan dan pelibatan dalam pembangunan di desa sudah 

dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya (Hariyono 2020, Hidayat & Sauki 2023), namun 

kajian yang memfokuskan secara khusus pada pekka sebagai kelompok rentan dan marjinal di 

desa masih sangat terbatas. Artikel ini hendak melihat sejauh mana perempuan kepala keluarga 

di NTB sebagai kelompok marjinal ganda mendapat manfaat dan dilibatkan dalam 

pembangunan di desa. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa (UU Desa) yang menyatakan bahwa agar pembangunan desa benar-benar akomodatif dan 

bermanfaat bagi seluruh warga, maka perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan 

secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan (minoritas, 

difabel, perempuan, dan miskin).  

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan narrative inquiry. 

Pendekatan narrative inquiry mencoba menggali cerita dan pengalaman para pekka mengenai 

kehidupan keseharian mereka termasuk tantangan dan upaya keterlibatan mereka di program-

program pembangunan desa. Data-data dari para pekka dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam terhadap 45 pekka yang tersebar di tiga kabupaten di NTB yaitu Mataram, Lombok 

Barat dan Lombok Tengah dalam periode Juni-September 2022. Pemilihan informan 

menggunakan metode purposive sampling dimana peneliti sudah memiliki beberapa data para 

pekka di tiga kabupaten tersebut yang diperoleh melalui informasi pemerintah desa dan asisten 

lokal di lapangan. 

3. ANALISIS DATA 
Kelompok rentan dipahami sebagai penduduk di suatu negara yang memiliki karakteristik 

khusus, dimana kelompok masyarakat ini beresiko lebih tinggi diberikan bantuan kemanusiaan. 

Kelompok ini, juga seringkali dikucilkan dari layanan keuangan dan layanan sosial. Pada 

situasi krisis, kelompok rentan membutuhkan bantuan ekstra dan dibutuhkan langkah 

tambahan dalam menanganinya, diantaranya; kapasitas ekstra sebagai fase darurat dalam 

penanggulangan bencana (Marin-Ferrer, dkk, 2017). Pengertian kelompok rentan sendiri, tidak 

dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada 

pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 termuat karakteristik masyarakat yang 

rentan, yaitu: orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. 

Human Rights Reference mendefinisikan lebih luas mengenai kelompok rentan, yaitu; 

refugees, internally displaced persons (IDPs), national minorities, migrant workers, 

indigenous peoples, children, dan women (Genugten, 1994). Dari ketiga fungsi tersebut, 
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Marin-Ferrer dkk (2017) memberikan pengertian yang lebih kondisional sesuai dengan 

karakteristik kerentanan yang berbeda-beda di setiap daerah.  

Kelompok rentan dalam pembangunan desa seringkali ditujukan pada kelompok marjinal, 

difabel, perempuan, dan miskin. Dalam kelompok rentan perempuan, perempuan kepala 

keluarga menjadi bagian dari kelompok perempuan yang memiliki kerentanan ganda: 

perempuan, miskin, pencari nafkah keluarga. Dengan status tersebut, pekka sudah seharusnya 

menjadi kelompok rentan prioritas dalam perencanaan program pembangunan desa. Namun, 

di beberapa daerah, pekka masih belum masuk dalam prioritas pembangunan. Di NTB 

misalnya, para pekka masih memiliki tantangan dalam akses, partisipasi dan pemberdayaan 

program pembangunan desa.  

3.1. Latar Belakang PEKKA 

Penelitian tentang pelibatan pekka dalam program-program pembangunan desa di NTB ini 

dilakukan terhadap 45 pekka dengan umur yang beragam. Usia termuda dari pekka dalam 

penelitian ini adalah 24 tahun, sementara usia tertinggi adalah 70 tahun (Figure 1). 

Figure 1: Usia informan pekka di Lombok NTB 

Sumber:data pribadi, 2022 

Sementara itu, alasan para perempuan menjadi pekka juga beragam. Mayoritas dari 

informan menjadi pekka adalah karena suami meninggal, selanjutnya bercerai, suami sakit dan 

beragam alasan lainnya (Figure 2). 

Figure 2: latar belakang sebagai pekka 

 

Sumber: data pribadi, 2022 
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3.2. Pekka dalam Pembangunan Inklusif di Desa 

Hasil penelitian terhadap pekka di tiga kabupaten di NTB menemukan rendahnya tingkat 

pelibatan pekka dalam beberapa program pembangunan inklusif di desa. Beberapa kategori 

inklusif tersebut diantaranya akses pekka terhadap program bantuan, partisipasi pekka dalam 

program-program peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan pekka dalam perencanaan 

pembangunan desa.  

3.2.1. Pekka dan akses terhadap program bantuan pemerintah  

Dalam pembangunan desa, akses menjadi faktor pertama yang penting dalam konsep 

pembangunan inklusif bagi kelompok rentan. Tersedianya akses terhadap pembangunan 

memungkinkan pekka untuk dapat terlibat dalam program-program yang dicanangkan. Salah 

satu program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa adalah fasilitasi 

bantuan pemerintah dalam bentuk yang beragam seperti Bantuan Tunai Langsung (BLT), 

Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako dan lain-lain. Rendahnya akses terhadap 

program-program bantuan tersebut menyebabkan pekka tidak menjadi prioritas sebagai 

penerima bantuan.  

Diagram berikut menunjukkan sejauh mana pemerintah desa memfasilitasi mereka untuk 

mendapatkan bantuan selama pandemi COVID-19. Mayoritas pekka di Lombok menyatakan 

bahwa pemerintah desa tidak membantu mereka selama pandemi cov,id-19 dan hanya sekitar 

25% informan yang menyatakan mendapat bantuan dari pemerintah desa selama pandemi 

COVID-19. Dari 25% tersebut, para pekka menyatakan mendapat bantuan berupa Bantuan 

Langsung Tunai (BLT), beras dan Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam diagram tersebut, 

nomor satu menunjukkan tidak adanya bantuan dan nomor enam menunjukkan adanya bantuan 

yang diterima pekka. Persentase yang ditunjukkan antara nomor 1 dan 6 menunjukkan adanya 

bantuan yang hanya diberikan secara insidental dan tidak berlangsung secara rutin (Figure 3). 

Figure 3: level bantuan pemerintah desa terhadap pekka 

 

Sumber: data pribadi, 2022 

3.2.2. Pekka dan partisipasi dalam peningkatan kapasitas desa 

Partisipasi pekka dalam program peningkatan kapasitas di desa mereka juga diakui masih 

terbatas. Beberapa pekka mengakui tidak dilibatkan dalam program-program pelatihan seperti 

program pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh program PKK desa setempat. 

Sebagaimana yang diakui oleh Masriah yang menyatakan selama ini dia tidak pernah terpilih 

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh PKK. Menurutnya, selama ini 

pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas seperti mengolah dan membuat jajanan dan 

keterampilan lainnya hanya diikuti oleh anggota PKK saja. Sehingga dia yang tidak masuk 
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dalam keanggotaan PKK tidak memiliki peluang untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk 

peningkatan kapasitas tersebut.  

Selain partisipasi yang minim karena akses dan pelibatan pekka dalam program-program 

pelatihan di desa, beberapa pekka juga mengakui rendahnya partisipasi mereka dikarenakan 

waktu yang tidak sesuai bagi mereka untuk ikut beberapa program desa. Hal ini dikarenakan 

para pekka disibukkan dengan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Kegiatan yang dilakukan secara reguler tersebut tidak bisa diikuti oleh pekka dikarenakan 

waktu yang tidak tersedia dan tidak memungkinkan libur dari pekerjaan mereka.  

Selain itu, diakui oleh Dedi, salah seorang pendamping desa di Lombok Barat, minimnya 

pelibatan dan partisipasi pekka dalam program pembangunan di desa juga dikarenakan prioritas 

pembangunan yang tidak menyasar pada pembangunan sumber daya manusia. Menurutnya, 

pembangunan desa selama ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur. Meski hal ini bisa 

dipahami karena pembangunan infrastruktur juga mendesak, namun peningkatan kapasitas 

sumberdaya manusia juga perlu mendapat perhatian. Hal inilah yang menurut Dedi kemiskinan 

pada kelompok rentan khususnya perempuan kepala keluarga menjadi tantangan yang tak 

berkesudahan. 

3.2.3. Pembangunan desa dan pemberdayaan pekka 

Pemberdayaan merupakan derajat tertinggi dalam konsep pembangunan inklusif. Hal ini 

karena, pemberdayaan dilihat sebagai kapasitas individu, kelompok, dan/atau masyarakat 

untuk mengendalikan keadaan, menggunakan kekuatan untuk mengendalikan untuk mencapai 

tujuan, serta sebagai proses secara kolektif maupun individu sehingga dapat membantu diri 

sendiri dan orang lain dalam memaksimalkan kehidupannya (Adams, 1996). Jika akses dan 

partisipasi sudah diperoleh oleh pekka, pemberdayaan pekka akan berjalan. Rendahnya akses 

dan partisipasi pekka dalam program-program pembangunan di desa, bisa dikatakan bahwa 

derajat pemberdayaan dalam pembangunan inklusif di desa belum tercapai dengan maksimal. 

Derajat pemberdayaan menunjukkan bahwa pekka memiliki kapasitas untuk mengendalikan 

kehidupan mereka dan memiliki kemandirian untuk memenuhi kebutuhan mereka secara 

berkualitas setelah mereka memperoleh akses dan ikut berpartisipasi dalam program-program 

pembangunan. Dari data yang ada, sebagian besar pekka dalam penelitian ini masih belum 

berdaya dan belum memiliki kapasitas yang maksimal dalam memenuhi kebutuhan kehidupan 

mereka yang berkualitas dan berkelanjutan.  

4. KESIMPULAN 

Pekka menjadi kelompok rentan ganda karena tidak hanya karena mereka adalah sebagian 

besar perempuan miskin, namun mereka juga memiliki tanggung jawab sebagai kepala 

keluarga yang mengharuskan mereka mampu untuk menafkahi dan dan memenuhi kebutuhan 

keluarga. Oleh karenanya, kelompok rentan, khususnya pekka sudah semestinya menjadi 

prioritas dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program-program pembangunan. 

Namun, dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah lokal di daerah masing-

masing menjadikan kelompok rentan belum secara optimal mendapat manfaat dari program-

program pembangunan. Meski beberapa pekka sudah memperoleh akses pada program-

program pembangunan seperti bantuan material, namun sebagian besar masih terbatas dalam 

akses dan partisipasi. Keterbatasan dalam inklusi sosial berupa akses dan partisipasi ini 

memberi pengaruh pada level keberdayaan pekka yang masih rendah. Meskipun kebijakan 

pembangunan di banyak daerah miskin di Indonesia masih terfokus pada pembangunan 

infrastruktur, pembangunan sumberdaya manusia terutama pada kelompok rentan sudah 

semestinya mendapat porsi yang seimbang. Karena bagaimanapun, pembangunan bertujuan 

untuk meningkatkan kualitas hidup semua warga tanpa terkecuali.  
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Pengakuan 

Penelitian ini mendapat pendanaan dari hibah penelitian DIKTI Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2022. 
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